IMPLEMENTASI  PASAL 44 UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA (UUPA No. 5/1960). DALAM MENDIRIKAN BANGUNAN DIATAS TANAH HAK MILIK ORANG LAIN DI SUMATERA BARAT
ABSTRAK
Membangun dan memiliki bangunan di atas tanah pihak lain hanya dimungkinkan di atas tanah hak milik atas dasar hak sewa untuk bangunan dengan ketentuan seperti yang telah diatur dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Pokok Agraria. Berdasarkan uraian diatas sebagai hak atas tanah yang masa berlakunya terbatas maka ditemukan beberapa masalah dalam implementasi dari pasal 44 UUPA No. 5/1960 yaitu : 1. bagaimana bentuk perjanjian antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah, 2. Bagimana ststua bangunan jika perjanjian berakhir, 3. Bagimana penyelesaiannya apabila terjadi sengketa. Untuk menjawab permasalahan di atas maka tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum empiris, terutama untuk mengetahui pranata hukum yang mengatur mendirikan bangunan di atas tanah hak milik orang lain dan dihubungkan dengan fakta dan kenyataan yang ada dilapangan sedangkan pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan carawawancara, studi dokumen dalam menganalisa data menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang implementasi pasal 44 UUPA tentang seseorang atau badan hukum mempunyai hak sewa atas tanah orang lain untuk keperluan bangunan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai hak sewa atas tanah orang lain untuk keperluan bangunan ini dilakukan dengan perjanjian antara pihak yang memiliki (menguasai tanah) dengan pihak yang akan menyewa untuk kepentingan pribadi. Jangka waktu yang dapat diberikan adalah maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Jangka waktu hak guna bangunan tergantung dari perjanjian yang dibuat sebelumnya oleh para pihak, terhadap status bangunan jika perjanjian berakhir ada 3 hal yaitu bangunan tersebut diberikan kepada pemegang hak atas tanah sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian atau bangunan di bongkar atau diberi ganti rugi oleh pemilik tanah, jika terjadi sengekta oleh putusan pengadilan bangunan itu dibongkar atau diberi ganti rugi terhadap bangunan yang ditinggalkan.

A. PENDAHULUAN 

Pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia telah karena kehidupan manusia itu sama sekali tidak dapat dipisahkan dari tanah. Mereka hidup di atas tanah untuk memperoleh kebutuhan hidup dengan cara mendaya gunakan tanah.


Dimanapun kita berada di dunia ini, akan kita saksikan bagaimana manusia akan memperoleh sebidang tanah untuk kehidupannya. Setelah tanah tersebut diperoleh, maka akan dipertahankan sebagaimana tempat perumahan, pertanian dan kebutuhan lainnya.


Semakin banyak manusia berada di suatu, tempat, maka semakin sulit ditemukan tanah kosong atau bebas penduduknya, bebas dari bangunan dan dari hak orang, namun kebutuhan akan rumah tempat berlindung dan juga tempat usaha seperti banyak dari masyarakat yang mendirikan bangunan rumah atau tempat usaha lainnya di atas tanah milik orang lain dengan 
cara menyewa tanah hak milik tersebut.


Membangun dan memiliki bangunan di atas tanah pihak lain hanya dimungkinkan di atas tanah hak milik atas dasar hak sewa untuk bengunan.1)
Ketentuan hal ini diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa :

“Seseorang atau Badan Hukum mempunyai hak sewa atas tanah, apabila ia berhak mempergunakan tanah hak milik orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa”.

Didalam masyarakat memang banyak terjadi penyewaan tanah seperti ini, dimana penyewa mendirikan bangun
an sebagai tempat tinggal, tempat usaha, baik itu dengan perjanjian lisan atau perjanjian tertulis dengan pemilik tanah.

Seiring berjalannya waktu sewa, maka akan sampai pada batas akhir waktu sewa tanah tersebut atau perjanjian sewa dibatalkan oleh salah satu pihak yang akibatnya tanah hak milik yang sewa oleh penyewa jelas harus dikembalikan kepada pemilik tanah, yang menjadi persoalan adalah bagaimana kedudukan bangunan yang didirikan oleh penyewa tersebut.

Dalam hal ini sipemilik tanah sering membuat pilihan agar penyewa menerima ganti rugi terhadap bangunan yang dimiliki penyewa yang terkadang tidak sebanding dengan keadaan bangunan yang ditinggal  oleh penyewa, atau memberi pilihan kedua yaitu meminta penyewa agar membongkar bangunan mereka tersebut dan mengembalikan tanah pada keadaan semula seperti sebelum dilakukan penyewaan tanah.

Masalah ini jelas akan sangat merugikan pihak penyewa dan juga tidak mencerminkan apa yang merupakan ketentuan dari Undang-Undang Pokok Agraria yang menghendaki tidak terjadinya pemerasan oleh salah satu pihak yang bertujuan untuk memenuhi pertimbangan keadilan.

Ditegaskan di dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Pokok Agararia (UUPA) yang menjelaskan bahwa :

“Perjanjian sewa tanah yang dimaksud dalam pasal ini tidak boleh disertai syarat-sayarat yang mengandung unsur-unsur pemerasan”. 


Atau yang terjadi sebaliknya, dengan mendirikan bangunan rumah atau bangunan lainnya di atas tanah sewa tersebut oleh penyewa tanah maka pihak tanah sudah tidak dapat lagi menikmati atau mempergunakan tanahnya. Terlebih lagi jika perjanjian sewa tidak menentukan kapan batas akhir dari perbuatan sewa-menyewa, sehingga kedudukan penyewa tanah seolah-olah sudah seperti pemilik tanah dan pemilik tanah yang telah menyewakan tanahnya merasa tidak nyaman karena merasa terjajah haknya dalam kepemilikan tanah tersebut.


Pengkajian secara cermat atas pranata hukum yang mengatur ketentuan untuk meneliti permasalahan tersebutdalam bentuk penelitian ilmiah, karena di dalam implementasi Pasal 44 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ini terkait dua kepentingan, yaitu di satu sisi ada kepentingan sipemilik tanah dan di pihak lain terhadap sipenyewa yang memiliki bengunan di atas tanah tersebut.

Permasalahan yang akan ditelusuri berdasarkan latar belakang :
Bagaimana bentuk perjanjian antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah

Bagaimana status bangunan jika berakhir

Bagaimana penyelesaiannya apabila terjadi sengketa
Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan kajian secara yuridis sosiologis (empiris) dalam bentuk ekploratoris. Kajian ini dilakukan di tiga kota, Padang, Bukittinggi, Pariaman dan sebeleas Kecamatan yaitu di Kecamatan Padang Barat, Kec. Padang Timur, Kec. Padang Utara, Kec. Padang Selatan, Kec. Bungus Teluk Kabung, Kec. Koto Tangah, Kec. Lubuk Kilangan, Kec. Olo Nanggalo. Dibukittinggi di Kec. Mandiangin Koto Selayan sedangkan dipariaman di Kec. Pariaman Tengah dan Kec. Lubuk Alung. Kajian ini dilakukan dengan unit analisisnya adalah masyarakat yang melakukan perjanjian untuk mendirikan bangunan di atas tanah hak milik orang lain didaerah penelitian tersebut, dilaksanakan wawancara kepadamasyarakat dengan mengambil sampel sebanyak 265 responden.
Bentuk perjanjian antara pemilik bangunan dengan pemilik tanah.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bentuk perjanjian yang pada dasarnya ada 2 bentuk yaitu perjanjian secara lisan dan tulisan, hampir seluruh bentuk perjanjian sewa yang di temui dalam penelitian berbentuk lisan. 
Tabel 1 Bentuk Perjanjian Sewa

	No.
	Bentuk
	Pariaman
	B. Tinggi 
	Padang

	1.
	Secara tertulis 
	37 (74%)
	15 (30%)
	50 (30,30%)

	2.
	Lisan
	13 (26%)
	35 (70%)
	115 (69,70%)

	
	TOTAL
	50 (100%)
	50 (100%)
	165 (100%)


Sumber Data Hasil Penelitian Tahun 2007 

Dari data pada tabel 1 dapat diketahui bahwa dari 265 orang responden yang tersebar di tiga kota (disebelas Kecamatan di Sumbar 163 (61,51%) diantaranya melakukan perjanjian sewa secara lisan. Perjanjian secara lisan ini dapat terjadi antara pemilik tanah karena mempunyai hubungan dekat seperti hubungan kekeluargaan atau saling kepercayaan. Dalam perjanjian lisan ini tidak ada ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang menjadi isi perjanjian, masa berlaku perjanjianpun tergantung pada keperluan masing-masing pihak sedangkan responden yang melakukan perjanjian sewa dengan tertulis mempunyai persentase sebesar 102 (38,49%) data ini menunjukkan bahwa kurang dari setengah masyarakat yang terpilih sebagai responden memilih perjanjian sewa tanah ini secara tertulis. Kekuatan hukum perjanjian sewa dirasakan perlu untuk mendapatkan kekuatan pembuktian atas hak dan kewajiban yang diperoleh setelah perjanjian disyahkan, dalam hal ini notaris sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam membuat surat perjanjian sewa atas tanah, karena dengan jasa notaris perjanjian sewa ini mempunyai kekuatan dimata hukum3).

Perjanjia
n yang diselenggarakan dengan tulisan menurut hukum, berakhir apabila waktu yang telah ditentukan telah lewat dengan tidak perlu dihentikan lebih dahulu, bila dilakukan dengan lisan maka perjanjian sewa itu tetap berlangsung biarpun waktu yang ditentukan telah lewat sampai pada saat salah satu pihak menghentikannya.

Perjanjian tertulis dapat dibuat dengan perjanjian di bawah tangan atau dengan akte notaris. Perjanjian dibawah tangan juga cukup daya buktinya asal saja turut ditanda tangani oleh dua orang saksi, tetapi akta notaris memberikan pembuaktian yang sempurna. Bnetuk perjanjian tertulis manapun yang dipilih perjanjian  sewa menyewa itu harus jelas menyatakan hak-hak dan kewajiban pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.

Tabel 2. Yang Membuat Perjanjian Sewa Menyewa Atas Tanah

	
	
	Pariaman 
	Bukittinggi
	Padang 

	1.
	Notaris
	7 (14%)
	-
	3 (1,82%)

	2.
	Lurah
	2 (14%)
	-
	-

	3.
	Para Pihak
	28 (50%)
	15 (30%)
	47 (28,48%)

	4.
	Lisan
	13 (26%)
	35 (70%)
	115 (69,70%)

	
	TOTAL
	50 (100%)
	50 (100%)
	165 (100%)


Sumber Data hasil penelitian pada tahun 2007

Dari data pada tabel 2 dapat diketahu dari 265 responden yang tersebar di tiga yaitu kota Bukittinggi, Padang, Pariaman (sebelas kecamatan di daerah penelitian) terdapat 90 (33,96%) di antaranya membuat perjanjian oleh para pihak saja hanya 10 (3,77%) dari jumlah responden yang menggunakan jasa notaris untuk membuat surat perjanjian. Hal ini dikarenakan menurut pendapat mereka dengan menggunakan jasa notaris akan menambah biaya, data ini menunjukan bahwa sebagian besar masyarakat yakni 163 (61,51%) memilih untuk membuat perjanjian secara lisan dan berdasarkan kepercayaan saja sisanya sekitar 2 (0,76%) memakai jasa Lurah dengan perjanjian jika tanah dibutuhkan sipenyewa harus menyerahkan tanah kembali kepada pemilik tanah seperti halnya atas tanah HPL Auri di Padang dan Tanah HPL PJKA di Padang dan Pariaman.

Bentuk-bentuk hak atas tanah yang menajdi objek hak sewa adalah hak milik dan tanah hak ulayat kaum dan tanah HPL.
Tabel 3. Bentuk-bentuk hak-hak atas tanah objek dari hak sewa

	No.
	Bentuk-bentuk Hak
	Kota

	
	
	Pariaman
	B. Tinggi
	Padang

	1.
	HPL
	22 (44%)
	-
	45 (27,27 %)

	2.
	Hak Milik
	1 (2%)
	15 (30%)
	5 (3,03%)

	3.
	Hak Ulayat
	27 (54%)
	35 (70%)
	115 (69,70%)

	
	TOTAL
	50 (100%)
	50 (100%)
	165 (100%)


Sumber Data : Hasil Penelitian Pada Tahun 2007


Dari data pada tabel 3 dapat diketahui bahwa dari 265 responden sebagian besar 177 (66,79%) responden menyewa tanah hak ulayat dan 67 (25,28%) responden menyewa tanah HPL (Auri dan PJKA) sisanya 21 (7,93%) menyewa tanah hak milik. Dari hasil wawancara dengan 265 responden di daerah penelitian diketahui bahwa sebagian besar tanah ulayat 177 (66,79%) di manfaatkan nilai ekonomi tanahnya dengan cara menyewakan tanah pada pihak lain, sehingga hak ulayat tetap bisa dipertahankan tanpa harus menjualnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat hukum, adat setempat.


Dari data ini dapat juga diketahui bahwa masyarakat masih mempertahankan tanah ulayatnya. Pada penelitian ini juga diketahui adanya anggota masyarakat yang mendirikan bangunan di atas tanah HPL (PJKA dan Auri). Dari Hasil wawancara dengan salah seorang anggota masyarakat yang mendirikan bangunan di atas tanah PJKA pada awal kedatangan mereka ke daerah Jati dalam Tanah masih berupa Rawa (1997) dan karena mengenal orang dalam mereka minta ijin untuk mendirikan bangunan dengan ketentuan asal mereka merawat tanah tersebut dengan membersihkan belukar dan menimbun tanah yang becek (rawang) sampai bisa mendirikan bangunan di atasnya tanpa adanya perjanjian tertulis, hanya dengan ketentuan apabila tanah diperlukan oleh PJKA masyarakat (penyewa) harus bersedia untuk pergi (membongkar bangunan) sedangkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota masyarakat yang mendirikan bangunan di atas tanah HPL AURI menyatakan mereka yang tinggal diatas tanah berkewajiban merawat, membersihkan tanah tersebut dengan membayar uang sewa sekali setahun dengan ketentuan apabila tanah diperlukan oleh AURI mereka bersedia membongkar bangunan mereka dan nantinya akan diberi biaya pembongkaran masing-masing Rp. 2.000.000.-4).


Ada pokok yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian sewamenyewa tanah sebagai berikut :

Untuk apa tanah yang disewakan itu dipergunakan, untuk mendirikan bangunan pabrik, gudang atau tempat tinggal harus jelas penggunaannya, hal ini dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Kegunaan Tanah Yang Disewakan

	No
	Kegunaan Tanah
	Padang
	Pariaman
	B. Tinggi
	Total

	1.
	Untuk rumah
	163
	38
	50
	251 (94,71%)

	2.
	Untuk Pabrik
	-
	1
	-
	1(0,38%)

	3.
	Ruko
	1
	11
	-
	12 (4,53%)

	4.
	Gudang
	1
	-
	-
	1 (0,38%)

	
	TOTAL
	165
	50
	50
	265 (100%)


Sumber Data : Hasil Penelitian Tahun 2007
Dari data pada Tabel 4 dapat diketahui bahwa dari 265 responden yang tersebar di Padang, Bukittinggi, Pariaman sebagian besar tanah yang disewakan adalah untuk mendirikan bangunan tempat tinggal (rumah) sebanyak 251 (94,71%) dan 12 orang (4,53%) dari responden menggunakan untuk ruko dan sisanya 1 (0,38%) untuk mendirikan Pabrik dan 1 (0,38%) untuk mendirikan gudang.

Jangka waktu sewa menyewa harus ditentukan secara tegas misalnya untuk satu atau dua tahun atau sekian tahun, jelas mulai dari tanggal berapa, sehingga pasti pula tanggal berakhirnya.
Tanpa ditentukan jangka waktu sewa menyewa itu maka terbukalah kemungkinan sengketa. Untuk menghentikan sewa menyewa yang tidak ditentukan jangka waktunya sering kali sulit, maka terjadilah perkara. Perjanjian sewa menyewa yang tidak ditentukan kapan berakhirnya banyak terjadi sebelum tahun 1960. Jika sewa menyewa itu ditentukan batas waktunya maka dengan lewatnya batas waktu hapuslah hubungan sewa menyewa.

Tabel 5. Jangka Waktu Lamanya Hak Sewa

	No.
	Jangka Waktu
	Kota
	Total

	
	
	Padang
	Bukittinggi
	Pariaman
	

	1.
	1 – 5 th
	1 (0,61%)
	-
	8 (16%)
	9 (3,39%)

	2.
	5 – 10 th
	-
	-
	16 (32%)
	16 (6,04%)

	3.
	>10 th
	164 (99,39%)
	50 (100%)
	26 (100%)
	240 (90,57%)

	
	TOTAL
	165 (100%)
	50 (100%)
	50 (100%)
	265 (100%)


Sumber Data : Hasil Penelitian Tahun 2007

Dari data pada Tabel 5 , terlihat  sebagian besar dari responden yaitu 240 (90,57%) mempunyai jangka waktu sewa lebih dari 10 th atau sampai dalam jangka waktu tidak terbatas, artinya tanah boleh dipakai sampai si pemilik tanah memerlukan tanahnya kembali, sedangkan 9 (3,39%) dari 265 responden mempunyai jangka waktu hak sewaantara 1 – 5 th dan 16 (6,04%) responden mempunyai jangka waktu antara 5-10 th.


Perlu adanya kejelasan berapa lama batas waktu melaksanakan sewa menyewa  agar tidak terjadi unsur-unsur pemerasan terhadap pihak yang lemah di dalam UUPA No. 5/1960 didalam pasal 35 ayat 1 menyebutkan : 

“Hak Guna Bangunan adalah Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 20 th”.

3. Masukan syarat pengosongan. Hal ini sangat penting untuk mengatur apabila sewa menyewa berakhir karena sebab apapun juga, maka penyewa harus segera menyerahkan tanah dalam keadaan kosong. Kalau tidak diserahkan pada waktu yang ditentukan, penyewa dapat dikenakan denda paksa sekian rupiah setiap hari keterlambatannya. Kalau sudah lewat jangka waktu tertentu maka pemilik tanah dapat dengan paksa mengosongkan tanah antara lain dengan meminta bantuan polisi.

Tabel 6. Jangka Waktu Periode Pembayaran Uang Sewa

	No.
	Bentuk-bentuk Hak
	Kota

	
	
	Pariaman
	B. Tinggi
	Padang

	1.
	Sebulan sekali
	2 (4%)
	-
	1 (0,61%)

	2.
	Tiga bulan sekali
	6 (12%)
	-
	4 (2,42%)

	3.
	Enam bulan sekali
	6 (12 %)
	-
	-

	4.
	Setahun sekali
	36 (72%)
	35 (70%)
	159 (96,36%)

	5.
	> 5 tahun
	-
	15 (30%)
	1 (0,60%)

	
	TOTAL
	50 (100%)
	50 (100%)
	165 (100%)


Sumber Data : Hasil penelitian tahun 2007


Dari data dari tabel 6 terlihat dari 265 responden yang diwawancarai didaerah penelitian sebagian besar yaitu 230 (86,79%) membayar uang sewa sekali setahun, yang membayar enam bulan sekali sebanyak 6 (2,26%) yang membayar sekali lima tahun bahkan ada diatas sepuluh tahun seperti di daerah ulasan dalam Kecamatan mandiangin Koto selayan Bukittinggi sebanyak 16 (6,04%) sisanya membayar tiga bulan sekali sebanyak 10 responden (3,78%) dan sisanya 3 (1,13%) membayar sekali sebulan.


Dari hasil penelitian ini dapat diketahui para pihak melakukan pembayaran sewadalam bentuk uang dengan emas dan pembayaran dengan bentuk padi(beras) dan pembayaran yang melalui bagi hasil atas usaha yang digunakan diatas hak guna bangunan tersebut seperti yang terlihat pada   Tabel 7.
Tabel 7. Bentuk-bentuk Pembayaran Sewa

	NO.
	BENTUK
	PARIAMAN
	B. TINGGI
	PADANG

	1.
	Dalam bentuk uang
	38 (76%)
	48 (96%)
	155 (93,94%)

	2.
	Dalam bentuk padi/beras
	11 (22%)
	-
	-

	3.
	Dalam bentuk emas
	-
	2 (4%)
	10 (6,06%)

	4.
	Bagi hasil
	1 (2%)
	-
	-

	
	TOTAL
	50 (100%)
	50 (100%)
	165 (100%)


Sumber Data : Hasil Penelitian  Tahun 2007


Dari data pada tabel 7 dapat diketahui bahwa dari 265 responden yang tersebar di daerah penelitian 241 orang (90,94%) responden yang diwawancarai melakukan pembayaran sewa dalam bentuk uang. Hal ini dirasakan lebih berguna hasilnya, sedangkan yang melakukan pembayaran dengan beras atau padi 11 (4,15%) dan sebagian lagi 12 (4,53%) memilih pembayaran dengan emas dengan pertimbangan agar dapat menyesuaikan dengan harga pasar. Dan sisanya 1 (0,38%) dari responden melakukan pembayaran dengan bagi hasil.


Contoh bentuk perjanjian yang dilakukan bentuk pembayarannya dengan padi atau beras adalah perjanjian mendirikan bangunan didaerah pauh kamba pariaman, perjanjian sewa tanah untuk mendirikan bangunan Knator Kapolsek sektor Pauh Kamba yang perjanjiannya dalam jangka waktu 20 tahun dengan pembayaran sewa sebanyak 150 sukek (liter) padi tiap tahun kepada pemilik tanah suku jambak.
Status Bangunan Setelah Perjanjian Berakhir

Didalam isi perjanjian tanah untuk bangunan ini perlu adanya ketentuan tentang status bangunan jika perjanjian berakhir, agar tidak terjadi perselishan dikemuadian hari antara para pihak dan status bangunan menjadi jelas baik bangunan permanen maupun yang tidak.
Tabel 8. Status Bangunan Setelah Berakhirnya Perjanjian

	No.
	Status Bangunan
	Pariaman
	Padang
	B. Tinggi
	Total

	1.
	Dibongkar
	3
	104
	15
	122 (46,04%)

	2.
	Tidak
	45
	61
	35
	141 (53,21%)

	3.
	Ganti rugi
	2
	-
	-
	2(0,75%)

	
	TOTAL
	50
	165
	50
	265 (100%)


Sumber Data : Hasil Penelitian Tahun 2007


Dari hasil penelitian yang didapatkan dari perjanjian yang dilakukan oleh responden khususnya para pihak yang melakukan perjanjian terdapat 141 (53,21%) dari responden di tiga daerah penelitian menyatakan bangunan tidak dibongkar atau diberikan pada si pemilik tanah karena untuk biaya mendirikan bangunan tersebut diambil dari uang sewa yang dibayarkan tiap periodenya. Sedangkan 122 orang (46,04%) dari responden menyatakan setelah perjanjian berakhir bangunan dibongkar oleh si pemegang hak guna bangunan dan sisanya 2 orang (0,75%) dari responden manyatakan setelah perjanjian berakhir diberi ganti rugi terhadap bangunan yang ditinggalkan.

Penyelesaian Apabila Terjadi Sengketa

Mendirikan bangunan tempat tinggal diatas tanah sewa, banyak terjadi di Kecamatan Pariaman Tengah, Kecamatan Lubuk Alung dan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi serta di delapan Kecamatan yang ada di Kota Padang yang diambil menjadi daerah sampel penelitian.

Terjadinya sengketa bangunan dikarenakan tidak ditemuinya jalan keluar oleh para pihak untuk mendapat kesepakatan, akhirnya sengekta dan perselisihan ini sering berakhir di persidangan pengadilan walaupun nantinya akan menyebabkan putusnya tali silaturrahim yang telah terjalin selama ini dan akan menimbulkan permusuhan di antara mereka. 
Tabel 9. Perkara Sengketa Bangunan 

Atas Hak Sewa Dari Tanah Hak Milik Orang Lain 

	No.
	Tahun Perkara
	Pariaman
	Padang
	B. Tinggi

	1.
	Tahun 2001
	1 Perkara
	-
	-

	2.
	Tahun 2002
	2 Perkara
	-
	-

	3.
	Tahun 2003
	1 Perkara
	-
	-

	4.
	Tahun 2004
	1 Perkara
	-
	-

	5.
	Tahun 2005
	-
	1 Perkara
	-

	6.
	Tahun 2006
	-
	5 Perkara
	-

	7.
	Tahun 2007
	-
	1 Perkara
	-


Sumber Data : Hasil Penelitian Tahun 2007


Dari data pada tabel 9 dapat diketahui dalam kurun waktu 7 terakhir ini perkara yang masuk di Pengadilan Negeri Pariaman hanya 5 perkara, di Pengadilan Negeri Padang 6 Perkara sedangkan di Pengadilan Negeri Bukittinggi NIHIL (kosong) dari kasus yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa bangunan dapat pula diketahui bahwa di kota Pariaman dan di Kota Padang adanya sengketa terhadap perjanjian sewa menyewa disebabkan karena penunggakan pembayaran uang sewa, sehingga si pemilik tanah mengadukan keberatan dan memintakan kepada Pengadilan pemutusan hubungan sewa menyewa dan meminta si penyewa untuk melunasi uang sewa yang terhutang (tunggakan) dan pengembalian tanah dalam bentuk semula dengan membongkar bangunan rumah diatas tanah milik. Seperti kasus yang terjadi di PN Pariaman dengan Nomor Putusan : 16/PDT.G/2004/PN.PRM sedangkan di Pengadilan Negeri Padang 1 buah perkara berakhir dengan damai, 5 buah perkara tahun 2006 1 berakhir dengan damai, 3 NO (tidak dapat diterima) 1 banding, sedangkan 1 perkara yang masuk tahun 2007 sidang sedang berjalan belum ada putusan

F. PENUTUP
1. Kesimpulan

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dimana Pihak yang satu memberikan haknya sementara, agar pihak yang lain mendapatkan kenikmatan dari suatu barang selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu di sanggupi pembayarannya sesuai menurut ketentuan pasal 44 UUPA ayat 2. Perjanjiannya dapat dilakukan dengan secara tertulis maupun secara lisan tergantung pada kesepakatan para pihak.

  Dari hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan tentang status bangunan jika perjanjia berakhir adalah : 122 orang (46,04%) menyatakan bangunan dibongkar, 144 orang (53,215) menyatakan bangunan tidak dibongkar karena biaya bangunan dipakai dari uang sewa sisanya 2 orang responden (0,75%) diberi ganti rugi terhadap bangunan yang ditinggalkan oleh si pemilik tanah

Penyelesaian sengetaka bangunan atas hak sewa dari tanah hak milik orang lain dalam hubungan sewa menyewa tanah dalam putusan hakim : 

Penyewa tanah tidak bisa menguasai tanah sewa, apalagi untuk selama-lamanya.

Bila hakim menyatakan untuk membatalkan hubungan sewamenyewa maka tanah sewa harus dikosongkan dengan cara memindahkan bangunan tersebut ketempat lain dan penyewa tanah yang telah terlanjur mendirikan bangunan permanen maka bangunan tersebut harus di bongkar kecuali apabila dalam suart perjanjian sewa menyewa disebutkan adanya ganti rugi terhadap bangunan bila perjanjian berakhir.
2. Rekomendasi 
1. Kepada para pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa diharapkan membuat perjanjian sewa secara tertulis dan harus menyadari hak dan kewajiban dari masing-masing pihak agar tidak terjadi kesalah pahaman di kemudian hari.

2. Sebaiknya hindari mendirikan bangunan permanen diatas tanah sewa tetapi bila hal ini tidak dapat dihindari maka buatlah perjanjian sewa menyewa tanah yang mencantumkan perihal ganti rugi bangunan yang telah didirikan di atas tanah sewa  jika hubungan sewa menyewa berakhir atau dibatalkan.
3. Agar pemerintah membuat peraturan perundang-undangan tersendiri untuk penyelesaian sengketa bangunan seperti ini sehingga terdapat keseragaman dalam penyelesaian sengketa bangunan atas hak sewa dari tanah hak milik orang lain.
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